BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
1. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan Perseroan Terbatas
sebagai penerima pelepasan hak atas tanah yang berasal dari redistirbusi
tanah. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan
salah satu subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atau
tindakan hukum sesuai dengan tujuan dibuatnya dan tidak menyimpang
dari peraturan perundang-undangan. PT yang bergerak dengan kegiatan
usaha antara lain real estat, konstruksi gedung tempat tinggal, juga
pertambangan dan penggalian, dapat memperoleh hak atas tanahnya
sesuai dengan peruntukannya yang mana masing-masing telah diatur
dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Hak Guna Usaha (HGU),
Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. Maka jika PT
membutuhkan tanah untuk dipergunakan sebagai pembangunan real
estat, hak atas tanah tersebut yang dapat digunakan adalah HGB, karena
HGB dapat diberikan untuk kegiatan usaha non-pertanian yaitu
perumahan, perkantoran, industri, dan lainnya. Namun jika PT
membutuhkan tanah untuk dijadikan real estat dengan hak atas tanah
yang berasal dari redistribusi tanah, maka perolehan hak atas tanah yang
dapat ditempuh adalah dengan melakukan pelepasan hak atas tanah,
karena redistribusi tanah dibagikan dengan hak atas tanah yaitu Hak
Milik, yang mana PT sebagai badan hukum tidak dapat memperoleh
Hak Milik secara langsung. Pelepasan hak atas tanah dilakukan secara
sukarela oleh pemegang redistribusi tanah sehingga tanah tersebut jatuh
dan menjadi tanah negara. Maka PT sebagai penerima pelepasan hak
atas tanah secara sukarela memberikan ganti kerugian kepada pihak
yang melepaskan hak atas tanahnya. Terhadap tanah yang jatuh menjadi

tanah negara akibat dilepaskan secara sukarela, PT dapat mengajukan
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permohonan hak atas tanahnya yaitu HGB sesuai dengan peruntukannya
yaitu pendirian real estat.

. Pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan keabsahan pelepasan
hak atas tanah yang berasal dari redistribusi tanah bagi kepentingan
Perseroan Terbatas. Pelepasan hak merupakan kegiatan pemutusan
hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara. Saat pelepasan
dilakukan pihak yang menerima pelepasan tidak secara langsung
menjadi pemegang hak atas tanah, yang mana tanah yang dilepaskan
harus diajukan permohonan pelepasannya agar menjadi tanah negara.
Pihak yang melepaskan tanahnya harus mengajukan permohonan ke
Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan Akta Notaris
yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak
atas tanah (dalam hal ini Hak Milik), atau Surat Keterangan dari
pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan
hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang dibuat di depan dan
disaksikan olen Camat letak tanah yang bersangkutan, atau Surat
Keterangan dari pemegang hak bahwa pemengang hak yang
bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang
dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanaha setempat,,
lalu oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari
pihak, akan dilepaskan hak atas tanahnya tersebut. Setelah tanah
tersebut menjadi tanah negara, maka pihak yang memberikan ganti rugi
(penerima pelepasan hak) terhadap tanah tersebut berhak untuk
melakukan permohonan pengajuan perolehan hak atas tanahnya
berdasarkan peruntukannya, yang mana dalam penulisan ini pihak yang
menerima pelepasan hak atas tanah adalah Perseroan Terbatas (PT).
Berkaitan dengan uraian di atas, pihak yang melepaskan adalah
penerima redistribusi tanah dengan membuat Surat Pernyataan
Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) yang disaksikan oleh camat selaku
Kepala Wilayah setempat, pada saat mengajukan permohonan

pelepasan hak atas tanahnya, terjadi penolakan oleh Kepala Kantor
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Badan Pertanahan Nasional dengan alasan bahwa tanah yang berasal
dari redistribusi tanah dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain baik
sebagian maupun seluruhnya sebelum genap 10 (sepuluh) tahun pada
saat diberikannya hak atas tanah tersebut sejak diterbitkannya sertipikat

Hak Milik.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif mengenai
permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, maka terdapat
beberapa saran yang hendak disampaikan oleh penulis, yaitu sebagai

berikut:

1. Dalam melihat kondisi pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia,
sebagai pihak yang berhak menerima redistribusi tanah (subyek
redistribusi tanah) dalam Sertipikat yang diberikan kepada penerima
redistribusi tanah tertulis adanya larangan dialihkan kepada pihak
lain baik sebagian maupun seluruhnya kecuali diperoleh izin dari
Kepala Kantor Pertanahan. Maka dari itu penerima redistribusi
tanah memiliki hak untuk melakukan pelepasan hak atas tanahnya
selama memperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan. Namun
perlu ditegaskan kembali dalam peraturan perundang-undangan
mengenai redistribusi tanah yang sedang berlaku pada saat ini
perihal syarat-syarat diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya
penerima redistribusi melepaskan hak atas tanahnya, dan juga
kriteria pemberian izin bahwa pihak penerima redistribusi tanah
berhak untuk melepaskan hak atas tanahnya, yang mana jika melihat
kembali tujuan dari redistribusi tanah adalah upaya pemerintah
dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian dalam masyarakat.

2. Adapun pihak penerima redistribusi dalam upaya melepaskan hak
atas tanahnya agar menjadi tanah negara, yang mana pada saat
mengajukan permohonan hak atas tanahnya ke Kantor Badan
Pertanahan Nasional mendapatkan penolakan untuk melepaskan hak

atas tanahnya. Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh
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Kepala Kantor Pertanahan, dijelaskan bahwa penolakan pelepasan
hak atas tanah yang diajukan oleh penerima redistribusi, yaitu
dikarenakan adanya larangan pengalihan hak atas tanah hasil
redistribusi tanah sebelum genap 10 (sepuluh) tahun. Adanya
ketentuan mengenai batas waktu tersebut dibuat agar sasaran
program landreform dapat tercapai dan  meningkatkan
perekonomian petani di Indonesia. Namun mengenai ketentuan
tersebut perlu adanya kejelasan dan diatur secara tegas dalam
peraturan  perundang-udangan, karena hingga disahkannya
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,
masih belum adanya Pasal yang mengatakan bahwa dilarang

dialihkan sebelum genap 10 (sepuluh) tahun.
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